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Abstrak 
Pada saat ini banyak orang lebih memilih untuk melakukan kegiatan jual beli 
secara online karena memiliki beberapa kelebihan salah satunya yaitu lebih 
menghemat waktu. Pembeli tidak harus datang ke toko, tetapi bisa melakukan 
pembelian dari rumah melalui aplikasi – aplikasi e-commerce. Namun membeli 
barang secara online juga memiliki beberapa kekurangan seperti pembeli tidak 
dapat melihat barang yang ingin dibeli secara langsung, pembeli hanya dapat 
melihat barang yang akan dibeli melalui foto yang di tunjukkan oleh penjual. 
Kosmetik hingga saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 
oleh setiap orang bahkan saat ini tidak hanya wanita yang menggunakan produk 
kosmetik, ada beberapa produk kosmetik yang dibuat khusus untuk pria, seperti 
masker dan krim wajah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses 
perjanjian dalam jual beli online atas barang kosmetik, mengetahui hak dan 
kewajiban serta peraturan dalam jual beli online atas barang kosmetik, serta 
mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran 
dalam jual beli online atas barang kosmetik. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang secara sistematis 
menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan jual beli 
online atas barang kosmetik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
normatif yang meneliti aspek hukum, aturan hukum mengenai tanggung jawab 
hukum terhadap pelaksanaan jual beli online atas barang kosmetik. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perjanjian jual beli online atas 
barang kosmetik pihak pembeli harus memenuhi syarat administrasi dan syarat 
hukum. Syarat administrasi antara lain : Mengisi format order dan melampirkan 
bukti transfer pembayaran. Adapun syarat hukum merupakan syarat sah perjanjian 
yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan terjadi pada saat 
format order telah diisi oleh pihak pembeli, setelah pihak pembeli mengirimkan 
format order yang sudah diisi beserta bukti pembayaran maka pembeli telah 
sepakat dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual. Setelah terjadi 
kesepakatan oleh para pihak, maka kemudian akan menimbulkan hubungan 
hukum yang kemudian akan melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat baik 
bagi pihak pembeli maupun pihak penjual sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. 
Apabila salah satu pihak dinilai telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdata maupun perbuatan melawan hukum 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dituntut ke 
Pengadilan Negeri.  
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Abstract 
At this time many people prefer to carry out buying and selling activities online 
because it has several advantages, one of which is saving more time. Buyers do 
not have to come to the store, but can make purchases from home through e-




disadvantages, such as the buyer cannot see the item you want to buy directly, the 
buyer can only see the item to be purchased through the photo shown by the 
seller. Cosmetics until now have become a basic necessity that everyone must 
meet, even now, not only women who use cosmetic products, there are several 
cosmetic products made specifically for men, such as masks and face creams. This 
study aims to determine the agreement process in online buying and selling of 
cosmetic items, knowing the rights and obligations as well as regulations in online 
buying and selling of cosmetic items, and knowing the legal responsibility if one 
of the parties commits a violation in the online trading of cosmetic items. This 
type of research used in this research is descriptive research, which systematically 
explains the legal responsibility for the implementation of online buying and 
selling of cosmetic items. The approach used is a normative approach that 
examines legal aspects, legal rules regarding legal responsibility for the 
implementation of online buying and selling of cosmetic items. Based on the 
results of the study, it shows that in the process of buying and selling online for 
cosmetic goods, the buyer must meet administrative and legal requirements. 
Administrative requirements include: Fill in the order format and attach proof of 
payment transfer. The legal requirements are the legal terms of the agreement 
contained in Article 1320 of the Civil Code. The agreement occurs when the order 
format has been filled in by the buyer, after the buyer sends the completed order 
format along with proof of payment, the buyer has agreed with the agreement 
made by the seller. After an agreement is made by the parties, it will then lead to a 
legal relationship which will then give birth to binding rights and obligations for 
both the buyer and the seller as referred to in Article 1338 of the Civil Code. If 
one of the parties is deemed to have committed default as stated in Article 1243 of 
the Civil Code or an act against the law as stated in Article 1365 of the Civil 
Code, it can be prosecuted to the District Court. 
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1. PENDAHULUAN 
Jual beli online sering disebut juga sebagai online Shopping, atau jual beli melalui 
media internet. Menurut Alimin  mendefinisikan jual beli online sebagai satu set 
dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, 
konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan 
barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik (Alimin. 2004). 
Banyak produk kosmetik yang dijual atau diedarkan secara luas baik 
melalui online store ataupun offline store. Pada kenyataannya kosmetik yang 
dijual secara online memiliki variasi lebih lengkap  daripada secara offline. 
Banyaknya peminat kosmetik baik pria maupun wanita untuk memperbaiki 




atau memperdagangkan produk kosmetik untuk diedarkan kepada masyarakat 
(Sukranatha, 2018). 
Dalam transaksi jual beli online atas barang kosmetik perjanjiannya 
berupa format order yang akan diisi oleh pihak pembeli. Isi dari format order 
mencakup identitas diri pihak pembeli, detail barang yang akan dibeli, harga 
barang yang akan dibeli, dan bukti pembayaran dari pihak pembeli. Setelah 
format order dikirim kepada pihak pembeli, pihak penjual akan memberikan 
informasi mengenai jangka waktu pengiriman barang, apabila pihak pembeli 
sepakat, maka pihak penjual berkewajiban mengirimkan barang yang telah 
dibayar oleh pihak pembeli sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 
antara pihak penjual dan pihak pembeli. Kesepakatan yang dilakukan kedua belah 
pihak akan menimbulkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak. 
Hubungan hukum antara kedua pihak yaitu pihak yang satu berkewajiban 
memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak atas prestasi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana proses 
perjanjian dalam jual beli online atas barang kosmetik? b. Bagaimana hak dan 
kewajiban serta peraturan dalam jual beli online atas barang kosmetik? c. 
Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran 
dalam jual beli online atas barang kosmetik? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui proses 
perjanjian dalam jual beli online atas barang kosmetik. b. Untuk mengetahui hak 
dan kewajiban serta peraturan dalam jual beli online atas barang kosmetik. c. 
Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan 
pelanggaran dalam jual beli online atas barang kosmetik. 
Adapun manfaat yang diharapkan penulis diantaranya adalah : a. 
diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap implementasi dan materi 
tentang proses perjanjian dalam jual beli online atas barang kosmetik, hak dan 
kewajiban serta peraturan dalam jual beli online atas barang kosmetik, dan 
tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam jual 
beli online atas barang kosmetik. b. diharapkan dapat memberikan edukasi kepada 
masyarakat mengenai proses perjanjian dalam jual beli online atas barang 




kosmetik, dan tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan 
pelanggaran dalam jual beli online atas barang kosmetik. c. diharapkan dapat 
menambah wawasan pengetahuan tentang proses perjanjian dalam jual beli online 
atas barang kosmetik, hak dan kewajiban serta peraturan dalam jual beli online 
atas barang kosmetik, dan tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan 
pelanggaran dalam jual beli online atas barang kosmetik. 
 
2. METODE 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif 
karena yang di teliti adalah aspek-aspek hukum, kaidah dan norma, asa-asas 
hukum mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan jual beli online 
atas barang kosmetik. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif 
karena menggunakan gambaran secara menyeluruh mengenai tanggung jawab 
hukum terhadap pelaksanaan jual beli online atas barang kosmetik. 
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : a. 
Penelitian Kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh data Sekunder dalam 
memperoleh bahan penelitian yaitu: 1. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Perlindungan Konsumen 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Bahan 
Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum yang berkaitan dengan pelaku usaha 
dan tanggungjawabnya serta jurnal-jurnal hukum yang dapat menunjang untuk 
melengkapi data-data yang diperlukan peneliti untuk menyusun skripsi ini. 3. 
Bahan Hukum Tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), 
ensiklopedia (Amiruddin dan Asikin, 2004). b. Penlitian Lapangan berupa data 
primer diperoleh dari hasil wawancara melalui : 1. Lokasi Penelitian yaitu di 
Rumah Pemilik Toko Online Produk Kosmetik. 2. Subyek Penelitian yaitu 
Pemilik Toko Online Produk Kosmetik yang mampu menjelaskan tanggung jawab 




Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis diantaranya 
adalah: a. Metode Penelitian Kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan, 
menghimpun, mempelajari, serta mengutip bahan hukum yang diperoleh dari 
buku – buku, peraturan perundang – undangan dan data – data lainnya yang ada 
kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab hukum 
terhadap pelaksanaan jual beli online  atas barang kosmetik. b. Metode Penelitian 
Lapangan dengan cara menyusun pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu 
Pemilik Toko Online Produk Kosmetik terkait dengan tanggung jawab hukum 
terhadap pelaksanaan jual beli online atas barang kosmetik dan wawancara yang 
dilakukan dengan bertanya kepada pihak yang terkait yaitu Pemilik Toko Online 
Produk Kosmetik. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan melalui cara 
menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku 
yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan jual beli 
online atas barang kosmetik yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari 
studi lapangan berupa pendapat responden yang berasal dari wawancara penulis 
dengan responden kemudian dicari permecahannya sehingga dapat ditarik 
kesimpulannya.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Dalam Jual Beli Online Atas Barang 
Kosmetik 
Dalam proses pelaksanaan perjanjian dalam jual beli online atas barang kosmetik 
dibagi menjadi 3 tahapan yaitu sebelum, saat dan setelah terjaidnya perjanjian 
antara pihak pembeli dengan pihak penjual. 
3.1.1 Sebelum terjadinya perjanjian antara para pihak 
Dalam perjanjian jual beli online atas barang kosmetik pihak pembeli harus 
memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Syarat administrasi antara lain : 
Mengisi format order dan melampirkan bukti transfer pembayaran. Adapun syarat 
hukum merupakan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 




suatu perjanjian, suatu hal tertentu, sebab (causa) yang halal. Setelah para pihak 
telah memenuhi syarat baik administrative maupun syarat hukum pada perjanjian 
jual beli online atas barang kosmetik, maka kedua belah pihak telah melakukan 
perjanjian jual beli.  
3.1.2 Saat terjadinya kesepakatan. 
Perjanjian jual beli online atas barang kosmetik dibuat oleh pihak penjual, dalam 
perjanjian jual beli online atas barang kosmetik penjual bebas menentukan isi 
perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, dan pembeli bebas 
untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Perjanjian dalam jual beli 
online atas barang kosmetik merupakan perjanjian baku dimana pihak pembeli 
tidak dapat merubah isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak penjual.  
Kesepakatan terjadi pada saat format order telah diisi oleh pihak pembeli, 
setelah pihak pembeli mengirimkan format order yang sudah diisi beserta bukti 
pembayaran maka pembeli telah sepakat dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak 
penjual. Apabila kedua belah pihak sepakat dengan isi dari perjanjian tersebut 
maka kedua belah pihak telah melakukan perjanjian jual beli online atas barang 
kosmetik.  
3.1.3 Setelah terjadi kesepakatan oleh para pihak 
Setelah terjadi kesepakatan oleh para pihak, maka kemudian akan menimbulkan 
hubungan hukum yang kemudian akan melahirkan hak dan kewajiban yang 
mengikat baik bagi pihak pembeli maupun pihak penjual sebagaimana Pasal 1338 
KUHPerdata. 
3.2 Peraturan, Hak Serta Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Online Atas 
Barang Kosmetik. 
Setelah terjadi kesepakatan dalam jual beli online maka timbullah hubungan 
hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para masing-masing pihak 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hak dan kewajiban 
antara pihak pembeli dan pihak penjual diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdata dan 
dalam Pasal 4 - 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.  
 Kewajiban pihak penjual yaitu :mengirimkan barang sesuai dengan 
kesepakatan, mengirimkan barang tepat waktu, memberikan ganti rugi apabila 




Sedangkan hak dari pihak penjual yaitu :menerima uang yang telah disepakati 
diawal perjanjian dengan nominal yang telah disepakati pula dan apabila ada 
kerusakan pada barang kosmetik yang dikirim, maka sebelum melakukan ganti 
kerugian pihak penjual berhak untuk memastikan terlebih dahulu apakah 
kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian pihak penjual. 
Kewajiban dari pihak pembeli adalah sebagai berikut : membayar harga 
barang kosmetik pada waktu yang telah ditentukan, membayar biaya pengiriman, 
membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian demi keamanan pembeli. 
Adapun hak dari pihak pembeli yaitu mendapatkan barang kosmetik dengan 
kondisi seperti yang telah disepakati di awal perjanjian, dan berhak untuk 
mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian yang disebabkan karena 
kelalaian pihak penjual. 
Pelaksanaan perjanjian ini harus sesuai dengan kesepakatan serta peraturan 
yang berlaku. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan maka dapat 
dimintakan tanggung jawab hukum.  
Peraturan-peraturan yang berlaku dalam jual beli online atas barang 
kosmetik yaitu: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 1 
angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 1237, 1243, 1245, 1320, 
1365, 1381, 1473, 1474, 1478, 1480, 1483, 1504, 1513, 1517 KUHPerdata. Pasal 
4, 5, 6, 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah satu Pihak melakukan 
Kesalahan 
Tanggung jawab hukum adalah pertanggungjawaban para pihak apabila 
melakukan kesalahan dalam perjanjian jual beli online yang dapat berupa denda, 
ganti kerugian bahkan pertanggungjawaban di pengadilan. Kesalahan tersebut 
adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 
Para pihak dikatakan melakukan wanprestasi apabila: tidak melakukan 
yang seharusnya dilakukan, melakukan yang seharusnya dilakukan namun tidak 
sesuai, melakukan yang seharusnya dilakukan namun terlambat, melakukan suatu 




melawan hukum apabila tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam perjanjian 
jual beli online atas barang kosmetik. 
Apabila salah satu pihak dalam perjanjian jual beli online atas barang 
kosmetik melakukan kesalahan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum 
sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain, maka dapaat diselesaikan 
secara musyawarah dan apabila pihak yang dirugikan masih tetap merasa 
dirugikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri dan pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggungjawab sesuai 




Dalam perjanjian jual beli online atas barang kosmetik pihak pembeli harus 
memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Syarat administrasi antara lain : 
Mengisi format order dan melampirkan bukti transfer pembayaran. Adapun syarat 
hukum merupakan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu  :  sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat 
suatu perjanjian, suatu hal tertentu, sebab (causa) yang halal. Setelah para pihak 
telah mencapai kesepakatan dan telah memenuhi syarat baik administrative 
maupun syarat hukum pada perjanjian jual beli online atas barang kosmetik, maka 
kedua belah pihak telah melakukan perjanjian jual beli.  
Pelaksanaan perjanjian ini harus sesuai dengan kesepakatan serta peraturan 
yang berlaku. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan maka dapat 
dimintakan tanggung jawab hukum.  
Apabila salah satu pihak dalam perjanjian jual beli online atas barang 
kosmetik melakukan kesalahan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum 
sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan 
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan pihak yang melakukan 
kesalahan harus bertanggungjawab sesuai dengan putusan hakim. 
4.2 Saran 
Bagi Pihak Penjual Kosmetik Secara Online, hendaklah Pihak Penjual 




barang kosmetik, tanggal kadaluarsa kosmetik, sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman saat berlangsungnya perjanjian jual beli. 
Bagi Pihak Pembeli Kosmetik Secara Online, hendaklah pihak pembeli 
dapat bertanya mengenai syarat serta ketentuan yang berlaku dalam jual beli 
online atas barang kosmetik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat 
merugikan para Pihak. Selain itu pihak pembeli diharapkan dapat melakukan 
pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak. 
Bagi Masyarakat, hendaklah masyarakat yang melakukan jual beli 
kosmetik secara online dapat melakukan jual beli dengan lebih teliti dan lebih 
berhati-hati untuk menghindari adanya kerugian-kerugian yang dapat dialami oleh 
para pihak.  
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